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PENETAPAN
Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Wsp

sl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:
PEMOHON 1, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan
petani, tempat tinggal di Kecce’e, XXXXXXXXXXXXX, XXXX
xxxxxxx, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, selanjutnya
disebut Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan
XXXXX XXX, tempat tinggal di Kecce’e, XXXXXXXXXXXXX, XXXX
xxxxxxx, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, selanjutnya
disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, orang

tua calon suami anak para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
26 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Watansoppeng pada tanggal 29 Januari 2024 dengan register perkara Nomor

32/Pdt.P/2024/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon bernama PEMOHON 1 dan Nur Amili binti Nur Muh
adalah pasangan suami istri sah yang telah mempunyai anak perempuan
bernama Rantri Ananda binti Majelis, berstatus Gadis, bertempat tinggal di

Kecce’e, RT. 002/ RW. 001, XXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX
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XXXXXXX, beragama Islam yang lahir di Kecce’e tanggal 04 Januari 2006 (18
Tahun);

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 tahun telah menjalin
hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus Jejaka bernama
Hardiandi bin Emmang, (28 Tahun), agama Islam, bertempat tinggal di
Kecce’'e, RT. 002/RW. 001, xxxx XxxxxxxX, Kecamatan Citta, XXXXXXXXX
XXXXxxX, Anak dari pasangan suami istri Emmang bin Palla dan Sabaria
binti Makkah;

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tersebut telah saling mengetahui
kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang
saling mencintai satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri yang
sudah sulit untuk dipisahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak mempunyai
hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi
perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan
perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan calon istrinya
tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai
tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan
pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Citta, XXXXXXXXX XXXXxxX, namun ditolak sebagaimana penolakan Nomor:
B-012/Kua.21.20.08/PW.01/01/2024 di Watansoppeng, tertanggal 19 Januari
2024 dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin
menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi
Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;

6. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah cukup dewasa, ia telah
mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, memiliki
pekerjaan tetap sebagai Wiraswasta dengan estimasi pendapatan Rp.
1.000.000,- perpanen, Pemohon yakin anak Pemohon dengan calon
suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;

7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan

tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari
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sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur

diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah

ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak Pemohon
dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;

8. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon, terlanjur telah
melakukan acara lamaran dan menjadwalkan proses pernikahan pada hari
Selasa tanggal 06 Februari 2024, untuk menghindari hal yang tidak
diinginkan keluarga Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan
permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan
Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama
Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan
peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Rantri Ananda binti
Majelis) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Hardiandi bin
Emmang);

3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang
berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang
menghadap di persidangan, maka terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas
Pemohon dan Kuasanya yang ternyata sudah benar;

Bahwa para Pemohon sebelum menghadirkan anak dan calon suami
anak Pemohon serta orang tuanya, di persidangan terlebih dahulu Hakim
memberikan nasehat dan penjelasan tentang makna perkawinan dan
risiko-risiko perkawinan anak yang belum cukup umur terhadap kelanjutan
pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologi
bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat
dari belum siapnya mental anak untuk dibebani tanggung jawab dalam rumah
tangga. Oleh karena itu Hakim berharap sebaiknya Pemohon bersabar agar

pelaksanaan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya menunggu
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hingga usia anak Pemohon cukup umur untuk melangsungkan perkawinan
yakni telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas nasehat dan penjelasan Hakim tersebut, para Pemohon
mengerti dan memahami lalu bermohon secara lisan kepada Hakim untuk
mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas pihak ternyata telah
sesuai dengan yang tertera dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara para Pemohon
menyatakan mencabut perkaranya setelah mendapat nasihat dari Hakim
mengenai makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak yang belum
cukup umur terhadap kelanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi,
dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan
kekerasan dalam rumah tangga akibat dari belum siapnya mental anak untuk
dibebani tanggung jawab dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan
oleh para Pemohon sebelum memasuki pokok perkara, tersebut maka
permohonan pencabutan perkara tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk
mencabut perkaranya dikabulkan maka perkara tersebut dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan
sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;
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Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara’ dan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menyatakan perkara Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Wsp dicabut
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang
sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam proses pertimbangan penetapan yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah oleh Salmirati, S.H., M.H. sebagai Hakim
Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada  hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh
Mastang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para
Pemohon;

Hakim Tunggal,

Salmirati, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Mastang, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran ‘Rp 30.000,00
- Proses :Rp 100.000,00
- Panggilan 'Rp 0,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).
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